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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pembuktian 

dalam hukum acara pidana dan Untuk mengetahui kekuatan hukum keterangan ahli 

sebagai alat bukti dalam perkara pidana. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Hukum pembuktian merupakan sebagian 

dart hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut 

hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan 

bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu 

pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Memuat peran pembuktian 

dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu 1). keterangan saksi; 2). keterangan ahli; 3). surat; 4). 

petunjuk; dan 5). keterangan terdakwa. Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa 

pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan 

keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.  

Keterangan ahli adalah merupakan alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana 

diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang 

memuat kekuatan hukum mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara 

pidana, yaitu: Pasal 1 butir 28 KUHAP, Pasal 133 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat,  Pasal 

180 KUHAP terdiri dari 4 (empat) ayat, Pasal 186 KUHAP. Dalam rumusan Pasal 1 butir 

28 KUHAP terlihat bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 

guna kepentingan pemeriksaan. Dalam rumusan di atas telah tercakup kekuatan dan 

fungsi dari keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yaitu untuk membuat 

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
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PENDAHULUAN 

Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang 

suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi 

merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara 

suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim 

untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. 

Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya 

dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi a charge” atau saksi yang 

memberatkan dan “saksi a decharge” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi 

dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang 

mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut 

berupapendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, 

maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.
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Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli 

nyatakan dibidang pengadilan. Jadi, keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksut 

dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. 

Sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan 

tentang sidik jari, dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan (wetenschap) 

menurut pengertian pasal 343 Ned. Sv. Tersebut. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang 

dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan 

hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.
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PEMBAHASAN 

Keterangan ahli adalah merupakan alat bukti dalam suatu proses peradilan perkara 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terkait dengan keterangan 

ahli itu sebagai alat bukti, ia hanya akan menjadi alat bukti bagi Penuntut Umum saja 

ketika seorang ahli memberikan keterangan pada saat penyidikan. Suatu keterangan ahli 

sebagai alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu 

perkara pidana adalah ketika keterangan ahli itu disampaikan dalam persidangan. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli 

ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Karena itu, keterangan ahli 

yang diberikan ahli pada waktu penyidikan dan menjadi bahan bagi Penuntut dalam 

menyusun dakwaan, harus diberikan ahli dalam persidangan. Konsekuensinya, bisa 

keterangan yang diberikan ahli dalam persidangan, lebih terinci dan tidak tertutup 

kemungkinan pendapat ahli itu mendapat pengujian dalam persidangan baik oleh hakim, 

penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.
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Jadi keberadaan seorang ahli dalam pemeriksaan suatu proses peradilan perkara 

pidana adakalanya diperlukan dan adakalanya tidak. Hal itu tergantung dari bentuk dan 

jenis perkara pidananya. Keperluan akan keterangan ahli sebagai contoh bisa ditemukan 

dalam KUHAP sendiri. Misalnya Pasal 132 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “Dalam 

hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau 

diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat 

dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”. Demikian juga dengan Pasal 
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133 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik untuk kepentingan 

peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau pun mati yang diduga 

karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan 

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. 

Dari dua ketentuan KUHAP di atas, maka keberadaan keterangan ahli sebagai alat 

bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu 

tindak pidana, khususnya atas tindak-tindak pidana yang untuk memastikanya 

membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan 

unsur tindak pidana bersangkutan. Hal itu tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat 

bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama berupa keterangan saksi yang memberikan 

keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana. Artinya, ketika keterangan saksi 

sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya 

berdasarkan keterangan ahli saja. Atau keterangan ahli lebih menjadi pertimbangan utama 

dalam memutus suatu perkara pidana, ketika keterangan saksi lemah. 

 

KESIMPULAN 

Keterangan ahli adalah merupakan alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana 

diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang 

memuat kekuatan hukum mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara 

pidana, yaitu: Pasal 1 butir 28 KUHAP, Pasal 133 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat,  Pasal 

180 KUHAP terdiri dari 4 (empat) ayat, Pasal 186 KUHAP. Dalam rumusan Pasal 1 butir 

28 KUHAP terlihat bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 

guna kepentingan pemeriksaan. Dalam rumusan di atas telah tercakup kekuatan dan 

fungsi dari keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yaitu untuk membuat 

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
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